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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kekerasan seksual diartikan tindak pidana yang bisa digambarkan 

seperti gunung es, yang artinya apa yang terlihat dan yang dilaporkan 

mengenai kekerasan seksual hanya sebagian kecil saja. Hal ini karena 

masih banyak korban dari tindak pidana tersebut tidak berani untuk 

melapor disebakan banyak hal, mulai dari rasa takut, malu, dan merasa 

dirinya disalahkan akan hal tersebut. Sebelum Undang-Undang TPKS, 

hadir sulit sekali membuktikan tindak pidana ini, apalagi perbuatan cabul 

kecuali pemerkosaan yang ada bukti fisiknya.  

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual ialah tambahan komplemen bagi peraturan di Indonesia 

dalam mengatasi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, yang mana 

Undang-Undang ini sendiri mulai berlaku sejak tanggal 9 Mei 2022. 

Ruang lingkupnya meliputi pencegahan, penanganan, perlindungan, 

pemulihan korban, dan penindakan pelaku. Kekerasan seksual ialah wujud 

dari  pelanggaran  hak  asasi yang dimiliki manusia,  kejahatan  pada
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harkat martabat yang dimilki manusia, dan juga wujud diskriminasi yang 

patut dihilangkan atau dihapuskan.1 Mengacu pada Pasal 1 angka 1 UU 

No. 12 Tahun 2022 yang dikatakan sebagai tindak pidana kekerasan 

seksual adalah : 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang 

memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang sepanjang tidak ditentukan dalam 

Undang-Undang ini.2 

Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang menyerang fisik dan 

non fisik pada bagian reproduksi yang dilakukan dengan tekanan dan 

paksaan oleh pelakunya baik menggunakan bujuk rayu, ancaman, ataupun 

tipu muslihat jahat guna memperoleh suatu keuntungan tersendiri yang 

didapatkan pelaku dan di waktu yang sama memberikan dampak negatif 

pada korban secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomi.3 

Kekerasan seksual ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang 

seringkali diterima oleh perempuan, dalam kasusnya korban kekerasan 

seksual sendiri baik perempuan dewasa maupun anak di bawah umur. 

Salah satu penyebab tindak pidana kekerasan seksual adalah ketimpangan 

kekuasaan, dimana pelaku jauh lebih kuat dari korban baik dari segi fisik 

dan posisi. Kekerasan seksual sendiri adalah bentuk tindak pidana yang 

tidak disukai seluruh lapisan masyarakat, dikarenakan hal tersebut 

                                                           
1 Indonesia. Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 12 Tahun 2022, LN NO. 120 

Tahun 2022, TLN No. 6792, Penjelasan Umum. 
2 Indonesia. Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 12 Tahun 2022, LN NO. 120 

Tahun 2022, TLN No. 6792, Ps. 1 angka 1. 
3 Mia Hadiati, et al, “Upaya Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Perempuan dan Anak 

Korban Kekerasan Seksual di Indonesia,” PROSIDING SERINA, Vol. 2, No. 1, 191-198, (April 

2022), hlm. 192 
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merupakan hal yang dianggap dapat merusak harkat dan martabat 

manusia.  

Undang-Undang TPKS mengatur 9 (Sembilan) tindak pidana 

kekerasan seksual yaitu pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual 

nonfisik, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan 

perkawinan, eksploitasi seksual, penyisaan seksual, perbudakan seksual 

serta kekerasan seksual berbasis elektronik.4  

Pelaku kekerasan seksual adalah setiap orang baik perseorangan 

atau korporasi. 5  Korporasi sendiri ialah sekumpulan orang dan/ atau 

kekayaan yang terorganisasi, dalam bentuk badan hukum maupun bukan 

badan hukum. Artinya pelaku kekerasan seksual adalah siapapun dan bisa 

siapa saja baik dari lingkungan kerja, pendidkan, bahkan keluarga 

sekalipun. 

Pengaturan mengenai kekerasan seksual sendiri di Indonesia antara 

lain: 

Pengaturan Pemidanaan Kekerasan Seksual: 

1. Pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

2. Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU 

No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak; 

3. Pemidanaan dalam  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; 

                                                           
4 Indonesia. Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 12 Tahun 2022, LN NO. 120 

Tahun 2022, TLN No. 6792, Ps. 4 ayat (1). 
5 Indonesia. Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 12 Tahun 2022, LN NO. 120 

Tahun 2022, TLN No. 6792, Ps. 1 angka 2. 
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4. Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang 

Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 

5. Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang 

Pornografi; 

6. Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU 

No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE; 

7. Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang 

Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual. 

Pengaturan Hukum Acara Kekerasan Seksual: 

1. Hukum Acara di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 

2. Hukum Acara di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 

Tentang Pengadilan HAM; 

3. Hukum Acara di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; 

4. Hukum Acara di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 

Tentang Bantuan Hukum; 

5. Hukum Acara di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 

6. Hukum Acara di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 

2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan 

dengan Hukum; 
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7. Hukum Acara di dalam  Peraturan Pemerintah Tentang Restitusi dan 

Kompensasi (2018-2020); 

8. Hukum Acara di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 

2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di 

Pengadilan Secara Elektronik; 

9. Hukum Acara di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 

Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat 

Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku 

Kekerasan Seksual terhadap Anak; 

10. Hukum Acara di dalam Pedoman Kejahatan Nomor 1 Tahun 2021 

Tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Hukum 

Acara dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantua 

Hukum. 

Pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual di dalam UU TPKS 

membawa perspektif baru dalam penegakan hukum dari tindak pidana 

kekerasan seksual. Sedari dulu, penegakan hukum tindak pidana kekerasan 

seksual lebih berfokus kepada aspek pemidanaan pelaku dan kurang 

memperhatikan pemenuhan hak korban. Padahal korban yang mengalami 

kekerasan seksual sangat membutuhkan penanganan, perawatan, 

pemulihan, dan perlindungan akibat dari kekerasan yang dialaminya. Hak-

hak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual sendiri meliputi hak atas 
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penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan.6  Jaminan 

hak-hak para korban tersebut tertuang dalam Pasal 68 sampai Pasal 70 

yang meliputi jaminan hak atas penanganan, pelindungan dan pemulihan. 

Undang-Undang TPKS ini merupakan jaminan kepastian hukum, keadilan 

dan kemanfaatan di dalam proses penegakan hukum kasus kekerasan 

seksual. 

Pidana yang dikenakan kepada pelaku kekerasan seksual meliputi 

pidana pokok, pidana tambahan serta restitusi. Pidana pokok meliputi 

hukuman-hukuman yang terdapat dalam pasal 10 KUHP. 7  Selain 

dikenakan pidana denda, pidana penjara, atau lainnya sebagaimana 

mengacu ketentuan Undang-Undang, hakim menentukan besarnya restitusi  

pada pelaku terhadap pindak pidana kekerasan seksual yang dikenai 

ancaman  pidana penjara 4 tahun atau lebih yang mana ini wajib dilakukan 

hakim. 8  Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan hakim kepada pelaku 

kekerasan seksual berupa:9 

1. Apabila memliki hak asuh dan hak sebagai pengampu, maka hak 

tersebut akan dicabut; 

2. Identitas pelaku diumumkan; dan/atau 

                                                           
6 Indonesia. Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 12 Tahun 2022, LN NO. 120 

Tahun 2022, TLN No. 6792, Ps. 1 ayat (1). 
7 Henny Yuningsih, “Peran Perguruan Tinggi dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Seksual 

di Lingkungan Kampus”, Seminar Nasional UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Implementasi 

Jaminan Terhadap Perlindungan Hak Korban Kekerasan Seksual, 10 September 2022. 
8 Indonesia. Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 12 Tahun 2022, LN NO. 120 

Tahun 2022, TLN No. 6792, Ps. 16 ayat (1). 
9 Indonesia. Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 12 Tahun 2022, LN NO. 120 

Tahun 2022, TLN No. 6792, Ps. 16 ayat (2). 
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3. Keuntungan dan/ atau kekayaan yang didapat dari pelaku melakukan 

tindak pidana kekerasan seksual akan dirampas darinya. 

Bentuk pidana tambahan ini tidak bisa diberikan pada pelaku yang 

mendapat hukuman pidana mati dan pidana penjara seumur hidup. 

Restitusi artinya pembayaran ganti kerugian yang dilimpahkan pihak 

pelaku sesuai dengan penetapan atau putusan pengadilan inkcraht, atas 

kerugian material dan /atau immaterial yang dialami pihak korban. 10 

Restitusi yang diberikan berupa:11 

1. Ganti kerugian akan  kehabisan harta atau  sumber pendapatan/ 

penghasilan; 

2. Ganti kerugian yang muncul dampak dari tindak pidana kekerasan 

seksual yang membuat korban menderita; 

3. Penggantian terhadap dana perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ 

atau 

4. Ganti kerugian akan kerugian lain yang dialami korban dampak 

daripada tindak pidana kekerasan seksual. 

Salah satu hak korban yang disebut di Undang-Undang TPKS 

adalah mengenai restitusi. Undang-Undang ini mengatur tentang Restitusi 

pada Pasal 30 sampai Pasal 39. Hal tersebut mengenai hak-hak korban di 

antaranya pembayaran restitusi oleh pelaku kepada korban dan hak atas 

kompensasi yang dibayarkan oleh Negara. Jika pelaku tidak berdaya 

                                                           
10 Indonesia. Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 12 Tahun 2022, LN NO. 120 

Tahun 2022, TLN No. 6792, Ps. 1 angka 20. 
11 Indonesia. Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 12 Tahun 2022, LN NO. 120 

Tahun 2022, TLN No. 6792, Ps. 30 ayat (2). 
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membayarkan restitusi kepada korban, maka Negara harus hadir 

memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang harus dibayarkan kepada 

korban menggantikan ketidakmampuan pelaku tersebut. Negara 

membayarkan kompensasi kepada korban sebanyak Restitusi yang tidak 

dapat atau tidak mampu dibayarkan pelaku kepada korban sesuai dengan 

putusan pengadilan. 

Kompensasi tersebut dibayarakan melalui Dana Bantuan Korban. 

Sumber pendanaan tersebut dapat berasal dari filontropi, individu, 

masyarkat, tanggung jawab lingkungan perusahaan dan sosial, serta 

anggaran  Negara sesuai ketentuan perundang-undangan, serta sumber lain 

yang sah dan tidak mengikat.12 

Terkait hukum acara, UU TPKS No. 12 Tahun 2022 telah secara 

progresif mengatur restitusi yang merupakan hak korban, restitusi yang 

tidak mampu dibayarkan pelaku akan dibayarkan oleh Negara melalui 

Dana Bantuan Korban yang dikelola oleh Lembaga Perlindungan Saksi 

dan Korban. 13  Oleh karena itu penulis tertarik menulis skripsi yang 

berjudul “PROSEDUR PEMENUHAN KOMPENSASI GANTI 

KERUGIAN MELALUI DANA BANTUAN KORBAN YANG 

DILAKUKAN OLEH NEGARA PADA KORBAN KEKERASAN 

SEKSUAL”. 

                                                           
12 Indonesia. Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 12 Tahun 2022, LN NO. 120 

Tahun 2022, TLN No. 6792, Ps. 35. 
13 Kukuh S. Wibowo, “Pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Diapresiasi, 

Dinilai Berpihak pada Korban” https://nasional.tempo.co/read/1581447/pengesahan-uu-Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual-diapresiasi-dinilai-berpihak-pada-korban, diakses 26 Agustus 2022. 

https://nasional.tempo.co/read/1581447/pengesahan-uu-tpks-diapresiasi-dinilai-berpihak-pada-korban
https://nasional.tempo.co/read/1581447/pengesahan-uu-tpks-diapresiasi-dinilai-berpihak-pada-korban
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan belakang permasalahan yang ada di atas, dalam 

penelitian ini bisa dirumuskan  masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur pemenuhan ganti kerugian korban kekerasan 

seksual di Indonesia? 

2. Bagaimana penerapan kompensasi ganti kerugian melalui dana 

bantuan korban yang dilakukan oleh Negara pada korban 

kekerasan seksual? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Menurut rumusan masalah yang ada di atas,  tujuan dari penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan ganti kerugian 

korban kekerasan seksual di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui dan menanalisis penerapan kompensasi ganti 

kerugian melalui dana bantuan korban yang dilakukan oleh Negara 

pada korban kekerasan seksual. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis :  

a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan berguna bukan hanya 

kepada penulis tapi juga kepada mahasiswa lainnya untuk 
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menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pemenuhan 

kompensasi ganti kerugian melalui dana bantuan korban yang 

dilakukan oleh Negara pada korban kekerasan seksual. 

b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan 

kemampuan penulis dalam penulisan penelitian hukum serta 

menyelesaikan pemecahan-pemecahan permasalahan hukum yang 

ada kedepannya. 

2. Manfaat Praktis : 

a. Dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat dan masukan 

kepada pihak berwajib mengenai Perlindungan serta Pemenuhan 

Hak-Hak Korban TPKS yang mana salah satunya ialah guna 

mendapatkan kompensasi ganti kerugian melalui dana bantuan 

korban. 

b. Sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan 

terutama mengenai hukum pidana dan diharapkan dapat menjadi 

bahan refrensi bagi mahasiswa kedepannya. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Mengenai ruang lingkup penelitian ini adalah membahas mengenai 

kompensasi, restitusi, dan dana bantuan korban di dalam Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 

terutama mengenai kontirubusi Negara dalam hal kompensasi terhadap 

korban kekerasan seksual melalui Dana Bantuan Korban. 
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F. Kerangka Teori 

Kerangka teori berisikan teori-teori yang dijadikan landasan untuk 

mengkaji permasalahan dalam suatu penelitian. Penulis dalam mengkaji 

permasalahan dalam skripsi ini menggunakan teori: 

1. Teori Keadilan 

Negara Indonesia adalah Negara hukum14 sebagimana tertuang di 

dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengandung makna 

semua orang harus diatur oleh hukum yang adil dan merata, tidak 

boleh ada orang yang berada di atas hukum itu sendiri yang mana 

prinsipnya equal justice for all (kesetaraan keadilan untuk semua). 

Keadilan diukur berdasarkan moralitas yang menghasilkan keadaan 

terbaik, dengan jumlah kebahagian terbesar bagi banyak orang.15 Di 

Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar 

Negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun 

keadilan berdasar pada hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan 

dalam hubungannya yang mana antar manusia dengan dirinya sendiri, 

antar manusia dengan manusia lainnya, antar manusia dengan 

masyarakat sekitar, bangsa, dan negera, serta hubungan antar  

manussia dengan Tuhannya. 

 

                                                           
14 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Ps. 1 ayat (3). 
15  Oinike Natalia Harefa, “Ketika Keadilan Bertemu dengan Kasih Sebuah Stusi 

Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr,”  Jurnal Ilmiah 

Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan, Vol. 13, No. 1, 39-47, (2020), hlm. 40. 
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2. Teori Efektivitas Hukum 

Efektivitas dari kata asal efektif yang memliki arti keberhasilan 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah 

kemapuan melaksanakan tugas, fungsi daripada suatu organisasi atau 

sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara 

pelaksanaanya. Efektivitas hukum mengartikan bahwa indikator 

efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu 

target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. 

Artinya bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma 

hukum sebagaimana mereka harus berbuat.16 Efektivitas hukum dalam 

tindakan tau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang 

menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai 

tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya 

berhasil mengatur perilaku tertentu sesuai dengan tujuannya atau tidak. 

Salah satu upaya yang dilakukan supaya masyarakat mematui kaidah 

hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya guna 

menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan 

tercela. Diperlukan kondisi dimana hukum harus dapat 

dikomunikasikan agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap 

                                                           
16 Nur Fitryani Siregar, “Efektivitas Hukum,” Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan 

Kemasyarakatan, Vol. 18, No. 2, 1-16, (2018), hlm. 2-3. 
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tindak manusia.17 Menurut Soerjono Soekanto ada 5 (lima) faktor yang 

memperngaruhi  efektivitas hukum, yaitu: 

a. Faktor hukumnya sendiri; 

b. Faktor penegak hukum; 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan 

hukum; 

d. Faktor masyarakat; dan 

e. Faktor kebudayaan. 

 

G. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan pengertian atau konsep-konsep 

yang digunakan berdasarkan pendapat para ahli atau ketentuan hukum.18 

Dalam penelitian hukum kerangka konseptual merupakan syarat yang 

sangat penting. Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa 

konsepsi atau pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian 

hukum.19 Beberapa konsep dalam permasalahan skripsi ini yang diangkat 

adalah berupa: 

1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang 

memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana 

                                                           
17 Ibid., hlm. 6-7. 
18  Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, cet.1 (Mataram: Mataram University Press, 

2020), hlm. 110. 
19 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, ed.1, cet.19 (Jakarta: 

Rajagrafindo, 2019), hlm. 7. 
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diatur di dalam Undang-Undang lain jika tidak terdapat dalam 

Undang-Undang TPKS.20 

Tindak sidana kekerasan seksual merupakan perbuatan yang 

menyerang fisik dan non fisik pada bagian reproduksi yang dilakukan 

dengan tekanan dan paksaan oleh pelakunya baik menggunakan bujuk 

rayu, ancaman, ataupun tipu muslihat jahat guna memperoleh suatu 

keuntungan tersendiri yang didapatkan pelaku dan di waktu yang sama 

memberikan dampak negatif pada korban secara fisik, psikis, seksual, 

dan kerugian secara ekonomi.21 

2. Restitusi 

Restitusi artinya pembayaran ganti kerugian yang dilimpahkan 

pada pihak pelaku sesuai dengan penetapan atau putusan pengadilan 

inkcraht, atau kerugian material dan/ atau immaterial yang dialami 

pihak korban.22 Restitusi yang diberikan berupa:23 

a. Ganti kerugian akan kehabisan harta atau sumber pendapatan/ 

penghasilan; 

b. Ganti kerugian yang muncul dampak tindak pidana kekerasan 

seksual yang membuat korban menderita; 

                                                           
20 Indonesia. Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 12 Tahun 2022, LN NO. 120 

Tahun 2022, TLN No. 6792, Ps. 1 angka 1. 
21 Mia Hadiati, et al, “Upaya Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Perempuan dan Anak 

Korban Kekerasan Seksual di Indonesia,” PROSIDING SERINA, Vol. 2, No. 1, 191-198, (April 

2022), hlm. 192 
22 Indonesia. Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 12 Tahun 2022, LN NO. 120 

Tahun 2022, TLN No. 6792, Ps. 1 angka 20. 
23 Indonesia. Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 12 Tahun 2022, LN NO. 120 

Tahun 2022, TLN No. 6792, Ps. 30 ayat (2). 
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c. Penggantian terhadap dana perawatan medis dan/ atau psikologis; 

dan/ atau 

d. Ganti kerugian akan kerugian lain yang dialami korban dampak 

daripada tindak pidana kekerasan seksual. 

Ganti kerugian sebagai wujud bentuk perlindungan korban adalah 

potongan dari terwujudnya hak asasi di bidang jaminan sosial serta 

kesejahteraan. Restitusi merupakan salah satu bentuk sanksi pidana 

terhadap pelaku yang telah diatur dalam putusan yang diberikan 

pengadilan dan dibayarkan oleh pelaku yang mana wujud bentuk dari  

tanggungjawab dari  diri pelaku.24 

Setiap korban berhak memperoleh restitusi yang dapat berupa ganti 

kerugian atas kehilangan penghasilan atau kekayaan, ganti kerugian 

yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai 

akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis 

fisik dan/atau psikologis dari psikis.25 

3. Kompensasi  

Kompensasi ialah permintaan/permohonan pihak korban yang 

dibayarkan oleh masyarakat ataupun wujud bentuk 

pertanggungjawaban dari Negara kepada korban. Apabila pelaku tidak 

berdaya membayar restitusi kepada korban, Negara harus hadir 

                                                           
24 Mia Hadiati, et al, “Upaya Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Perempuan dan Anak 

Korban Kekerasan Seksual di Indonesia,” PROSIDING SERINA, Vol. 2, No. 1, 191-198, (April 

2022), hlm. 195. 
25  Indonesia. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban. UU No. 31 Tahun 2014, LN NO. 293 Tahun 2014, TLN No. 

5602, Ps. 7A ayat (1). 
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memberikan kompensasi sebanyak restitusi yang harus dibayarkan 

kepada korban menggantikan ketidakmampuan pelaku tersebut. 

Negara menyerahkan jumlah kompensasi sebanyak Restitusi yang 

belum dibayarkan oleh pelaku pada korban sesuai putusan pengadilan 

yang mana kompensasi tersebut dibayarakan melalui Dana Bantuan 

Korban (DBK).  

4. Dana Bantuan Korban 

Kompensasi dibayarakan melalui Dana Bantuan Korban. Dana ini 

merupakan dana kompensasi yang diberikan Negara kepada korban 

tindak pidana kekerasan seksual. 26  Sumber/asal pendanaan Dana 

Bantuan Korban dapat berasal dari filontropi, individu, masyarkat, 

tanggung jawab lingkungan perusahaan dan sosial, serta sumber lain 

yang sah dan tidak mengikat serta anggaran Negara sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan.27 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian 

hukum normatif yaitu penelitian yang mana titik fokusnya adalah 

mengkaji hukum sebagai asas-asas, norma-norma, aturan-aturan, 

prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya 

                                                           
26 Indonesia. Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 12 Tahun 2022, LN NO. 120 

Tahun 2022, TLN No. 6792, Ps. 1 angka 21. 
27 Indonesia. Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 12 Tahun 2022, LN NO. 120 

Tahun 2022, TLN No. 6792, Ps. 35. 
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yang relevan dengan tema utama penelitian ini. Hukum sebagimana 

dirumuskan dalam pasal-pasal perundang-undangan yang mana titik 

tekannya pada segi abstraksi. Penelitian hukum normatif biasanya 

hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan 

hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, 

keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/ perjanjian/ akad, asas dan 

prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/ pendapat para ahli.28 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis untuk memperoleh 

informasi dan sumber dari berbagai aspek dan sisi berkaitan dengan isu 

yang akan dicarikan jawabannya mengenai skripsi ini berupa: 

a. Pendekatan perundang-undangan yang dikerjakan dengan 

menelaah semua peraturan perundang-undangan dan peraturan 

yang terkait dengan isu hukum yang dibahas.29 

b. Pendekatan konseptual berasal dari perundang-undangan  dan 

dogma-dogma yang berkembang di dalam ilmu hukum.30  

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data 

sekunder atau data kepustakaan yang diperoleh dari bahan-bahan 

pustaka. Data sekunder yang digunakan mencakup peraturan 

perundang-undangan, buku-buku mengenai perlindungan korban 

                                                           
28  Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, cet.1 (Mataram: Mataram University Press, 

2020), hlm. 47-48.  
29 Ibid., hlm. 56. 
30 Ibid., hlm. 57. 
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kekerasan seksual yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder 

mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, meliputi surat-surat 

pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-

dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.31 Bahan hukun atau 

data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 

Ketiga sumber dari bahan hukum di dalam penelitian ini meliputi: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau 

membalut secara umum atau bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan, yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. 

Yang digunakan dalam penelitian ini berupa: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945;32 

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan 

tentang Hukum Pidana;33 

3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan 

Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 

Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All 

Forms Of Discrimination Against Women;34 

                                                           
31 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, ed.1, cet.19 (Jakarta: 

Rajagrafindo, 2019), hlm. 24. 
32 Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.  
33 Indonesia. Peraturan Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 1946, LN NO. 26 Tahun 1976, 

TLN No. 3080. 
34 Indonesia. Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 

Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against 

Women), UU No. 7 Tahun 1984, LN NO. 29 Tahun 1984, TLN No. 3277. 
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4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia;35 

5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban;36 

6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban;37 

7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual.38 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi 

rancangan peraturan perundang-undangan, pendapat ahli dalam 

buku-buku, karya tulis ilmiah, artikel, jurnal, website, serta 

pendapat hukum dan hasil penelitian yang berkaitan dengan 

pemenuhan kompensasi ganti kerugian melalui dana bantuan 

korban. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

                                                           
35 Indonesia. Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, LN NO. 165 Tahun 1999, 

TLN No. 3886. 
36 Indonesia. Perlindungan Saksi dan Korban. UU No. 13 Tahun 2006, LN NO. 64 Tahun 

2006, TLN No. 4635. 
37  Indonesia. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban. UU No. 31 Tahun 2014, LN NO. 293 Tahun 2014, LN NO. 293 

Tahun 2014, TLN No. 5602. 
38 Indonesia. Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 12 Tahun 2022, LN NO. 120 Tahun 

2022, TLN No. 6792. 
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bahan hukum sekunder. Seperti kamus hukum, kamus bahasa, 

ensiklopedia, dan lain-lain 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik yang digunakan atau data sekunder dalam penelitian hukum 

normatif ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan 

hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelusuran 

bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, 

mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media 

internet atau website.39 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Analisis yang dipakai di dalam penelitian skripsi ini dengan 

menggunakan metode analisis kualitatif, yang mana melakukan 

interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah 

diolah. Penggunaan metode ini tujuannya untuk menafsirkan hukum, 

apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum 

primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum 

dan norma hukum yang kabur. 40  Metode ini tidak mengandalkan 

pengukuran yang mana datanya bukan masalah angka, karena 

berdasarkan dari kata-kata yang bersifat verbal atau kalimat yang ada.  

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan yang ditarik adalah hasil akhir dari penelitian yang 

disusun sesuai dengan tujuan penelitian dari skripsi ini. Penarikan 

                                                           
39  Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, cet.1 (Mataram: Mataram University Press, 

2020), hlm. 65.  
40 Ibid., hlm. 68. 
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kesimpulan dalam penelitian normatif ini adalah dengan menggunakan 

metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang mana 

bersifat umum atau abstrak untuk dapat ditarik kesimpulan menjadi 

yang bersifat khusus atau konkrit. 
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